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Abstrak 
Pelayanan public adalah seluruh kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap 

warga negara atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan. Tugas pemerintah pusat dan daerah adalah memberikan pelayanan public 

yang memuaskan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan pemerintah 

daerah mempunyai tanggungjawab dan kewenangan dalam menentukan standar pelayanan minimal. 

Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan adalah etika. Tidak ada standar tentang etika dan 

sanksi yang mengatur secara khusus untuk pelanggaran yang dilakukan apparat dalam pelayanan 

public. Adanya pemberian otonomi kepada pemerintah kabupaten dan kota diharapkan dapat lebih 

responsive dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerah sehingga program-

program Pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif. Pemerintah 

daerah melalui otonomi daerah mempunyai kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk 

kebijakan dalam pelayanan public yang berkualitas sesuai dengan situasi dang kondisi pada daerah. 

Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang mengubah orientasi 

kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kini ditentukan oleh masyarakat bukan pemerintah lagi. 

Dengan demikian, penilaian tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari pemberi 

layanan, melainkan penerima layanan (masyarakat). 

 

Kata Kunci : Pelayanan public, otonomi daerah. 
 

Abstract 
Public services are all activities to fulfill basic needs in accordance with the basic rights of every citizen 

to goods, services and/or administrative services provided by service providers. The task of central and 

regional governments is to provide public services that satisfy the community. Regional autonomy 

policies in Indonesia result in regional governments having responsibility and authority in determining 

minimum service standards. The fundamental problem in the service process is ethics. There are no 

standards regarding ethics and sanctions that specifically regulate violations committed by officials in 

public services. It is hoped that the granting of autonomy to district and city governments will be more 

responsive in responding to various problems developing in the regions so that development programs 

in meeting community needs become more effective. Regional governments through regional autonomy 

have great authority in determining policies, including policies regarding quality public services in 

accordance with the situation and conditions in the region. The changing demands and growing needs 

of society are changing the orientation of service quality. The quality of service is now determined by 

the community, not the government anymore. Thus, the assessment of service quality is not based on 

recognition from the service provider, but rather the service recipient (society). 
 

Keywords: Public services, regional autonomy. 
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PENDAHULUAN 

Praktek penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan 

ketidakpastian biaya, waktu dan prosedur pelayanan ( Dwiyanto, 2002). Hal ini disebabkan tidak 

adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari 

penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan. 

Prosedur pelayanan publik cenderung hanya mengatur kewajiban warga (persyaratan 

administrative) sebagai pengguna ketika berhadapan dengan unit pelayanan publik. Ketidakpastian 

prosedur pelayanan menstimulasi warga untuk melakukan hal illegal seperti membayar pungutan 

liar kepada petugas atau menggunakan jasa calo, agar kepastian pelayanan segera diperoleh. 

 Pelanggaran etika dalam pelayanan publik sulit untuk dibuktikan karena kebiasaan 

masyarakat yang menganggap tabu dalam hal “membuka aib” termasuk permasalahan pelayanan 

publik. Secara substantif, tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika, karena itu 

kemungkinan besar pelanggaran etika dalam pelayanan publik akan terus terjadi. Dampaknya, 

kinerja pemerintah sebagai pelayanan publik menjadi sorotan, terutama sejak pasca reformasi 

karena mulai timbul iklim yang lebih demokratis di Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan 

nilai dan kualitas yang mereka peroleh atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah. Pemerintah yang memiliki etika dan moralitas tinggi dalam menjalankan kewenangan 

pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi terhadap tuntutan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayani. Pemerintah yang demikian dapat mewujudkan 

iklim keterbukaan, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat, sebagai manifestasi dari 

gagasan yang mulai dikembangkan, yaitu penerapan etika dalam pelayanan publik. 

 Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi (keterbukaan dan kemudahan 

akses) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal) demi kepentingan 

masyarakat. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses 

kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsive, tidak akuntabel, tidak adil dan lain-lain. 

Permasalahan pelayanan public cukup kompleks, variabelnya sangat luas, Upaya memperbaiki 

birokrasi sebagai pelayanan public (public service) termasuk dalam Upaya menanamkan etika 

sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang Panjang dan diikuti dengan 

kemampuan apparat untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya kearah yang lebih 

mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  

 Menurut Mertin Jr (2003) ada 4 (empat) hal yang harus dijadikan pedoman, yaitu : pertama, 

equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan . Kedua, equity, perlakuan yang adil. 

Ketiga, loyalty, kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan 

kerja. Keempat, responbility, setiap apparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab dan 

tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. 

 Berlakunya otonomi daerah menandai dimulainya suatu era baru dalam usaha Pemerintah 

Daerah untuk melaksanakan kewenangannya dalam hal pelayanan public. Asas Umum 

Penyelenggaraan Negara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, di tambah 
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asas efektifitas dan efisiensi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilaksanakan secara sebebas-

bebasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Transformasi pelayanan publik dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan 

nyata serta bertanggungjawab telah menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Namun, fenomena yang berbeda dapat dilihat bahwa birokrasi di era otonomi daerah 

masih dipenuhi dengan praktik hubungan timbal balik antara atasan dan bawahan. Hubungan 

tersebut menyebabkan bentuk hubungan yang dioperasionalkan secara emosional, dengan tanpa 

mengindahkan aturan yang berlaku. Pola hubungan timbal balik ini sangat tidak sehat karena 

Ketika seorang pemimpin dalam birokrasi dipindah tugaskan maka anak buah yang setia 

kepadanya biasanya akan disingkirkan oleh pejabat baru, sehingga hal ini akan semakin 

memperburuk kinerja birokrasi dalam pelayanan public. 

Upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara / masyarakat provinsi 

dan kabupaten dalam setiap pelayanan public dan sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas umum pemerintahan dan korporasi 

yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga masyarakat dari penyalahgunaan 

wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan public maka diperlukan hukum yang 

mendukungnya. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas mengenai permasalahan dalam pemberian 

pelayanan di era otonomi daerah, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melakukan pengkajian terhadap etika pelayanan public di era otonomi daerah serta 

meningkatkan kesadaran secara nyata terhadap transformasi atau perubahan dalam pemberian 

pelayanan yang transparansi kepada penerima pelayanan yaitu masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan kajian penelitian bersifat kajian 

literatur. Kajian literatur  adalah  satu penelusuran  dan  penelitian  kepustakaan  dengan membaca  

berbagai  buku, jurnal,  dan  terbitan-terbitanlain  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian,untuk  

menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu, Marzali, (2016). Teknik 

pengumpulan data dalam kajian ini dengan mengumpulkan berbagai jurnal dan sumber buku 

lainnya yang sesusia dengan topik penelitian. Sumber jurnal dan sumber buku laiinya yang 

dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan proses reduksi artikel, display artikel, pengorganisasian 

dan pembahasan, dan proses terakhir penarikan kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Agus Dwiyanto, dkk. (2002). Mengilustrasikan bahwa mengurus pelayanan publik 

ibaratnya memasuki hutan belantara yang penuh dengan ketidakpastian. Waktu dan prosedur 

pelayanan tidak pernah jelas bagi para pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur 

pelayanan belum sepeuhnya mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari 

warga sebagai pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika berhadapan 

dengan unit pelayanan. Untuk itu transformasi dalam tata kelolah sebuah pelayanan publik 
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hendaklah dilakuakan oleh setiap hierki pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah harus berpedoman pada nilai serta prinsip-prinsip etika dalam praktek penyelenggaraan 

pelayanan public. Hal ini bertujuan agar hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

dapat  diwujudnyatakan sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal ini senada dengan pendapat dari Denhardt (Karjuni Dt. Maani, 2010)  bahwa dalam 

praktek penyelenggaraan pelayanan publik, maka upaya penerapan etika pelayanan publik di 

Indonesia menuntut pemahaman dan sosialisasi yang menyeluruh, dan menyentuh semua dimensi 

persoalan yang dihadapi oleh birokrasi pelayanan. Permasalahannya sekarang adalah sejauhmana 

pemahaman dan penerapan etika pelayanan publik  Keberadaan pemerintahan dari awal ada hingga 

saat ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya, yakni keamanan, 

kesejahteraan, kesehatan, Pendidikan dan pelayanan public.  

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009, pelayanan public adalah kegiatan atau 

rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrative 

yang disediakan oleh penyelenggara public. Maka, dapat dikatakan bahwa pelayanan public 

merupakan sebuah output dari apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dikerjakan oleh organisasi 

pemerintah, dalam arti sederhana peraturan tersebut ada dan dibuatuntuk melayanai kebutuhan 

masyarakat.  

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, 

pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Mukaron dan Laksana (2016) mengatakan 

bahwa Pelayanan Publik adalah pemberian layananan (melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

Dalam konteks ini pelayanan public lebih focus tentang bagaimana elemen administrasi 

public seperti policy making , desain organisasi dan proses manajemen dimaksimalkan dan 

dimanfaatkan secara efektif efisien, karena pemerintah merupakan pihak provider yang diberi 

tanggung jawab. Nili-nilai etika pelayanan publik sebagai nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai 

patokan yang dapat praktekan dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat , seperti yang 

dikembangkan oleh Institute Josephson America, yang dikutip oleh The Liang Gie. 2006 (Mashur 

Hasan Bisri1 dan Bramantyo Tri Asmoro, 2019), dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi 

bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain : 

1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit; 

2. Integritas, memunyai prinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak 

bermuka dua; 

3. Memegang janji, memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya 

dan tidak menafsirkan isi perjanjian secara sepihak; 

4. Setia, loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan; 
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5. Adil, memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan 

serta berpikiran terbuka; 

6. Perhatian, memperhatikan kesejahteraan orang lain, memberikan kebaikan dalam 

pelayanan; 

7. Hormat, menghormati martabat manusia, privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap 

orang; 

8. Kewarganegaraan, bertanggungjawab  menghormati,   menghargai   dan   mendorong 

pembuatan keputusan yang demokratis; 

9. Keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan. 

Praktek etika pelayanan publik lembaga pemerintahan derah merupakan kode perilaku dan 

standar yang harus dipatuhi oleh para pejabat pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan 

publik yang adil, jujur, dan profesional. Kode etik ini mencakup semua aspek kelembagaan, 

termasuk bagaimana menjaga integritas dan transparansi. Integritas dan transparansi merupakan 

kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.  Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan bahwa para pejabat pemerintah menunjukkan integritas yang tinggi 

dalam pelayanan publik yang mereka berikan. Pejabat pemerintah harus menjaga integritas dalam 

mengambil keputusan, menjalankan tugas-tugasnya, dan menyediakan pelayanan publik. Dengan 

demikian nilai-nilai dasar etika mempunyai peranan penting bagi penyelenggara pelayanan public 

guna meningkatkan integritas dan transparansi dilembaga pemerintahan. 

Alasan mendasar mengapa  etika dalam pelayanan publik menjadi pedoman adalah adanya 

publik interest atas kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada pemerintahan 

yang memiliki tanggungjawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah 

diharapkan secara profesional melaksanakannya dan harus mengambil keputusan politik secara 

tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan atau dengan kata lain 

masyarakat dalam setiap jenis pelayanan apa syaratnya, berapa lama waktu yang diperlukan, dan 

berapa biayanya. 

2. Transformasi Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah 

Etika pelayanan public adalah norma atau standar yang mengatur perilaku, Tindakan, dan 

kebijakan public dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan public 

penting diterapkan aparatur negara dapat memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan 

keinginan masyarakat. Dalam hal ini, etika pelayanan public muncul karena adanya pelayanan 

public yang kurang baik. Etika pelayanan public berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang 

pilihan sarana kebijakan public dan alat evaluasi. Suatu asumsi mendasar bahwa pelayanan public 

akan terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas, berbanding lurus dengan 

meningkatnya kesejahteraan public, populasi public bertambah, dan teknologi yang semakin maju 

serta perubahan lingkungan. 

Upaya dalam mengtransformasi prinsip-prinsip dasar etika  sebagai pedoman sekaligus 

sebagi landasan perilaku para birokrasi  dalam praktek  pelayan publik (public service) dalam era 

otonomi daerah memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan pemahaman, penghayatan, 

serta pengamalan nilai-nilai etika bagi aparat birokrasi untuk merubah sikap dan orentasi 
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perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

itu menurut Mertins Jr (Karjuni Dt. Maani, 2010) ada empat hal yang harus dijadikan pedoman 

yaitu:  

a. Equality,  

Pada prinsip ini berekenan dengan  aspek  perlakuan yang sama atas pelayanan yang 

biberikan. Artinya  setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan  yang wajar.  Oleh 

karena itu semua orang diberlakukan sama dalam proses pelayanan yang diberikan. Hal ini 

didasarkan atas tipe prilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik, status sosial, etnis, agama dan 

sebagainya. Bagi mereka memberikan perlakuan yang sama identik dengan berlaku jujur, suatu 

prilaku yang patut dihargai.  

Di era otonomi daerah pemerintah daerah tememposisikan diri sebagai penyelenggara 

pelayanan public di tingkat daerah sebagai gardan terdepan yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat dalam setiap aktivitas pelayanan. Di sisi lain pemerintah daerah sebagai jembatan yang 

menghubungkan antara pemerintah pusat dan masyarakat di tingkat daerah maka  sebagai 

penyelenggara pelayanan public ditingkat daerah sudah seharusnya memberlakukan sama bagi 

setiap lapisan masyarakat dalam pelayanan yang diberikan. Namun ironisnya dalam hal pelayanan 

public yang diberikan sering kali  ditemukan  adanya diskriminasi secara status social-ekonomi, 

kecenderungan primodialisme dan sukuisme dalam memberikan pelayanan serta aspek kedekatan 

dengan keluarga pejabat sering kali menjadi pintu masuk untuk memperlancar urusan untuk 

mendapatkan pelayanan. Oleh karenanya etika sebagai landasan dalam setiap tindakan yang patut 

dilakukan oleh aparatur birokrasi yang berkaitan dengan aspek kapantatsan dan kewajaran. 

Perilaku pegawai dalam pelayanan publik sangat penting dan harus selalu diperhatikan dalam 

rangka memberikan layanan yang berkualitas, memperbaiki citra dan reputasi institusi pemerintah, 

serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan 

(Sartika, 2013). 

b. Equity,  

Prinsip equity lebih menekankan pada aspek keadilan dalan memberiakan pelayanan. 

Artinya bahwa  setiap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan harus diperlakukan yang sama 

kepada tidaklah cukup, selain itu setiap masuyarakat harus juga perlakuan yang adil. Untuk  

masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang 

sama dan kadang-kadang pula di butuhkan perlakuan yang adil tetapi tidak sama kepada orang 

tertentu. Perlakukan secara adil dalam sebuah pelayanan memperlakukan orang dengan sama, 

bertoleransi, menerima perbedaan serta berpikiran terbuka; Bersikap dan berprilaku asil dalam 

pelayanan yakni memberikan apa yang menjadi hak milik orang lain. 

Dalam hubungan dengan pelayanan public bahwa pemerintah daerah sebagai organisasi 

public ditingkat daerah harus memberikan pelayanan yang seadil-adilnya bagi semua lapisan 

masyarakat tanpa harus memandang status ekonomi dan kelas sosial lainnya. Pelayanan public  

tidak hanya dipandang sebagai suatu hak bagi setiap warga Negara atau masyarakat, tetapi 

pelayanan public juga di pandang sebagai tindakan untuk mewujudkan nilai keadilan sosial bagi 
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seluruh rakayat Indonesia. Keadilan dalam dimensi pelayanan public  di lingkup pemerentah 

daerah yakni mayarakat selaku penerima layanan diberikan kesempatan dan kemudahan yang 

sama untuk megkases semua jenis pelayanan yang diharapkan, diberlakukan secara adil bagi 

kelompok masyarakat yang perlu ada perhatian secara khusus.  

Hal ini senada dengan pendapat dari Menurut John Rawl seorang ilmuan abad ke-20 dalam 

buku “A theory of justice” menjelaskan bahwa keadilan adalah sebuah “fairness” (Jhon Rawls 

(Khoiron, 2017). menegaskan bahwa secara filosifis bahwa keadilan harus memberikan 

kesempatan yang sama kepada seluruh warganya, atau setiap individu mempunyai posisi yang 

sama , setara dalam potensi dan kesempatan yang dimiliki 

Pendapat Jhon Rawl di atas menunjukan bahwa keadilan dalam sebuah pelayanan harus 

menjadi  sebuah  pedoman  untuk mengukur  sebuah indicator dalam pelayanan public  yang 

berkualitas bagi setiap lapisan masyarakat, hal ini bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan 

sosial  dalam masyarakat yang disebabakan dari tindakan pelayanan public yang diberikan oleh 

pemerintah daerah yang tidak berlaku adil bagi atau ketidakadilan dalam aktivitas pelayanan. Bagi 

Morris Ginsberg, ketidakadilan muncul pada saat hal yang sama diperlakukan secara tidak sama, 

dan juga ketika hal yang tidak sama diperlukan sama (Morrins Ginsberg; 2003). 

c. loyalty,  

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa adalah kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, 

hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama 

lain, dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu yang 

mengabaikan yang lainnya. Loyalitas dalam pelayanan public dari penyelenggara pelayanan public 

di pemerintahan daerah harus dilandasi pada aspek kepatutan dan ketaatan terhadap tugas dan 

tanngung jawab yang diberikan Loyalitas aparat biroktasi di lingkup pemerintah daerah tidak 

sebatas pada loyalitas secara hierakir namun nilai loyalitas harus ditunjukan juga pada loyalitas 

kerja dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara konstitusi sebaga abdi 

naga dalam tugas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan  dengan  pernytaan  Hasibuan,  (2011)  

mengemukakan  bahwa  loyalitas kerja  atau  kesetiaan  merupakan  salah  satu  unsur  yang  

digunakan  dalam  penilaian pegawai  yang  mencakup  kesetiaan  terhadap  tupoksinya,  

pekerjaannya,  jabatannya dan  organisasi.  Kesetiaan  ini  mencerminkan  oleh  kesetiaan  pegawai  

menjaga  dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang 

tidak bertanggungjawab. 

Ironisnya praktek loyalitas kerja yang terjadi saat ini bagi penyelenggara negara di pemerintah 

daerah lebih kecenderungan loyalitas yang bersifat hierarki artinya kepatutan dan ketaatan sebagai 

wujud loyalitas lebih kepada atasan atau pimpinan organisasi. Sehingga berdampak kepada 

pekerjaan karena keberadaan seorang pimpinan bisa menentukan ketaatan dan kepatutan dalam 

bekerja khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakt, namun sebaliknya ketiadaan pimpinan 

menjadi ruang bagi aparat bitokrasi untuk tidak melakukan pekerjaan secara maksimal sehingga 

berdampak kepada pelayanan yang diberikan. Sebagai contoh sering kali meninggalkan pekerjaan 

padah hal masih jam kerja, menyibukan dengan diri sendiri  sehingga mengabaikan kesibukan 

untuk melayani masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada citra negatif dari masyarakat terhadap 
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perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan tentu akan berdampak kepada tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin menurun. Senada dengan pendapat dari 

Agustini, et al., (2020) dalam jurnannya menjelaskan bahwa dalam  loyalitas  kerja  dituntut  

adanya  kesetiaan  pegawai terhadap  organisasi  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  

organisasi  baik  secara kepercayaan yang menyimpan rahasia organisasi serta kesediaan dari 

pegawai untuk memajukan organisasinya tersebut 

Dalam hubungan dengan loyalitas kerja lebih jauh Arianto,  (2020)  mengemukakan  aspek-

aspek  loyalitas  kerja  adalah  sebagai berikut:  (1)  Ketaatanatau  kepatuhan,  ketaatan  yaitu  

kesanggupan  seorang  pegawai untuk  mentaati  segala  peraturan  kedinasan  yang  berlaku  dan  

mentaati  perintah  dinas yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup  tidak  melanggar  

larangan  yang ditentukan, (2). Bertanggung jawab  adalah kesanggupan   seorang  pegawai dalam 

menyelesaikan  pekerjaan  yang  diserahkan  kepadanya  dengan  baik  tepat  waktu serta berani 

mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukannya, (3).  Pengabdian  

dia  itu  berimplikasi  dalam  bentuk  sumbangan  pemikiran  dan  tenaga secara  ikhlas  kepada  

organisas, (4). Kejujuran  adalah keselarasan  antara  yang  terucap atau perbuatan dengan 

kenyataan. Penjelasan dari ke emapt nilai penting dari loyalitas kerja di atas merupakan wujud dari 

bentuk pemahaman, pengamalan, dan penhayatan terhadap nilai-nilai etika birokrasi dalam 

pelayanan ke pada masyarakat. 

d.  Responsibility, 

 Pada prinsip ini lebih menegaskan kepada aparatur birokrasi harus setiap menerima 

tanggung jawab atas apapun ia kerjakan dan harus mengindarkan diri dari sindorman “saya sekedar 

melaksanakan perintah dari atasan” ungkapan ini lebih menunjukan bahwa loyalitas bawahan 

sebagai pelaksana pelayanan publik lebih loyal kepada atasannya ketimbang pada tugas tanggung 

jawab yang diberikan secara kontitusional, karena ada dua peran penting yang ada dalam aparatur 

birokrasi yakni yang pertama peran sebagai abdi negara harus penuh tanggung jawab untuk 

melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh konstitusi, dan peran ke dua sebagai abdimasyarakat 

harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun. Ke dua peran 

tersebutb dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab jika ada kepatutan dan ketaatan 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

 responsibility, semua instansi pemerintah harus mau menerima pertanggungjawab atas 

tugas yang diberikan dan hasil yang dipercayakan kepadanya. Dimana bisa bertanggungjawab 

dengan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Senada dengan pendapat 

dari Nur Halisa, Abdul Kadir Adys, Riskasar (2020) menegaskan bahwa  pertanggungjawaban 

(responsibility) ialah setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggungjawab dengan tugas 

yang diberikan serta hasil yang akan dicapai. 

Dalam hal ini bahwa etika pelayanan public berfungsi sebagai pedoman, referensi, acuan 

dan tuntunan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Etika juga menjadi acuan untuk 

menilai apakah keputusan dan/atau Tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk, terpuji 

atau tercela. Pelayanan public yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah 

. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I 

JAKD: Jurnal Administrasi Karya Dharma Volume 3, Nomor 2, September  2024 

 

 124 

dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam hal pelayanan 

public, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan 

kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. 

Keberhasilan otonomi daerah berada pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi semakin maju, keadilan, pemerintahan, serta 

adanya hubungan serasi antara pusat daerah dan lintas daerah. System pemerintahan yang 

demokrasi merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap pelayanan yang di selenggarakan 

oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, merupakan unsur penting dalam Upaya 

menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan penerapan 

prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan 

menghapuskan penyalagunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. 

Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, (2019) menegaskan bahwa birokrasi 

pelayanan publik wajib memiliki sikap, mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan 

watak, keluhuran budi dan asas etis. Birokrat wajib mengembangkan diri sehingga dapat 

memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas etis yang bersumber pada kebajikan moral, 

khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya. Secara umum nilai moral terdiri dari enam nilai 

besar atau yang dikenal dengan “six great ideas”, yaitu kebenaran (truth), kebaikan (goodness), 

keindahan (beauty), kebebasan (liberty), kesamaan (equality) dan keadilan (justice). 

Mempertegaskan lagi bahwa enam nilai moral yang sudah disebutkan di atas jika 

dihubungkan denagn pelayayan public bahwa tindakan dari pemerentah daerah selaku 

penyelenggaran pelayanan di tingkat daerah harus menunjukan sikap serta tindakan yang didukung 

dengan komitnen  diri untuk menunjukan nilai-nilai kebenaran bagi masyarakat yang dilayani, 

Aspek kebaikan dalam pelayanan publik  menunjukan berprilaku yang baik, sopan santun dalam 

aktivitas pelayanan, Senada dengan pendapat dari  bahwa pelayanan publik yang baik dan efektif 

dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan (Sartika, 2013). 

Untuk Aspek kebebasan dalam kaitan dengan etika dalam pelayanan publik yakni 

peneyelenggara pelayanan public di tingkat pemerintah daerah seharusnya memberikan kebebasan 

kepada masyarakat untuk menyatakan pendapat,  kritikan bagi penyelenggra pelayanan terhadap 

pelayanan yang diterima, pendapat serta kritikan masyarakat sebagai bentuk sosial control dari 

masyarakat untuk penyelenggara pelayanan. Aspek kesamaan dalam pelayaanan mengeskan bahwa 

masyarakat sebagai penerima layanan harus diberlakukan secara sama kedudukannya tanpa ada 

diskriminasi dalam pelayanan. Sedangkan aspek keadilan dalam pelayanan publik lebih mengaskan 

kepada aparatur birokrasi sebagai penyelenggara pelayayan public haru netral dan beralaku adil 

bagi semua orang tanpa harus diintervensi dalam proses pelayanan, Oleh karena itu  Denhardt, 

(Mashur Hasan Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, (2019)).menegaskan bahwa posisi etika dalam  

pelayanan public dapat diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut juga dengan 

“profesional standards” (kode etik) atau “right rules of conduct” (aturan perilaku yang benar), 

yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan public,  

KESIMPULAN 
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Berdasakan hasul uraian pada bagian hasil dan pembahsan di atas, maka sebagai 

kesimpulan dalam kajian penelitian ini yakni transformasi etika dalam pelayanan public dalam 

peneyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pedoman dan patokan serta standar penilaian 

perilaku birokrasi di pemerintah daerah dalam aktivitas pelayanan yang diberikan. Nilai yang 

menjadi Patokan dalam pelayanan public tidak hanya sebatas untuk memenuhi  hak publik tetapi 

pelayanan public harus mewujudkan nilai  keadilan bagi masyarakat yang dilayani. Untuk itu 

penyelenggara pelayanan publik dipemereintah daerah penting untuk memahami, menghayati dan 

mengamalkan prinsip dan nilai-enilai etika proses pelayanan guna memperbaiki citra dan reputasi 

institusi pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan 

publik yang diberikan 
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